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FRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A,

KEPUTUS A PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
N0, 118 TAMUN 1564

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDOLESIA

Menimbang i &. bahuw dalum ranpka peluksuanaazin pembangunan elionomi Hepublik
Indonesia dewasa ini, dipandang perlu untuk mengirim suatu
Miesi Ekonomi Republil Indonesia lw beberapa negara di Eropas
L. bahwa untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan tugas Missi
Ckonomi Hepublik Indeonesia termaksud diatas, perlu menugas-

kan Wakil Perdana Menterl ITI untuk memimpin Missi Ekonomi
Republik Indonesia tersebut; '

Menpginzat ; l. Peraturan Pemerintah No. 1# tahkun 19553
£« Surat keputusan Menteri Keuangun: '

a. tanggal 11 4Agustus 1955 No. 155273/BSD;
b. tanggal 7 M e i 1956 Ho. 91619/BSD;
¢c. tangpal 30 Djuli 1957 Ho. 127890/BSD;
d. tangeal 30 Okiober 1958 No. 182460/BSD;

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tangsal 30 April
1964 Ho. Aa/D/40/1964; .
4o Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Mei |
19454 Mo. 111 tahun 1984,.
Denman per- '
setud juan ¢ WAKIL PERDANA MINTERT, MUENTERI LUAR HEGERI, MENTERI URUSAN -
PENDAPATAN, PEMDIAJAAN DAN PENGAWASAN serta PIMPINAN LAAPLN.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

FERT Al4L : Menugaskan Wakil Perdana Menteri IIT untuk pergi ke Fropa sete-
lah menjelesailkan kund Junguannja di New York, guna memimpin
Missi Ekenomi Hepublik Indonesia;

ZHJDUA s Dalam perdjalanannja ke Eropa itu, Wakil Perdona Henteri ITT

disertai oleh rombonlgannja Seperti tersebut dalam surat Kepu-
tusan Presiden tanggal 4 Mol Ho. 111 tahun 1984, denpan tja-
tatan bahwa djumlah anggota rombongan tersebut dapat ditambah
ataupun dikuranpi djika dipandang perlu olehnja;

KETIZA : Negara-negara di Bropa jang akan dikund junginja ialah Itali,
Hederland, Perantjis dan Djerman Barat;

KEEMPAT : Perdjalanan Wakil Perdanag Menteri ITI dan rombongan ke Eropa
akan dimulal pada tanpgal 17 Med 196L sampai tanggal 2 Djuni
1964, dengan tjatatan pshwa segala biaja Jang bersangkutan
dengan perdjalanan 1tu ditangrung oleh Pemerintah Republik
Indonesia din dibebankan pada anpraran belandja Direktorat
Ferdjalanan, lepartemen Urusan Pendapatan, Pemblajaan dan Pe-~
NgawWwasan; :

KL Ti44 : Selama diluar neperi Wakil Perdana Menteri IIT dan rombongan
akan menerima vanpg harian menarut golongan mereka masing?,
dengan ketentuan bazhwa djuwnlabh uwane harian tersebut harus di-
kurangi dengan 50% djika tidal nenginap dihotel/losmen atau
dengan 7C% djika tempat panginapan/mskan disediaksn oleh Peme-
rintah Republik Indonesiz atau insgtansi lain; : o
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Buhwa setelah tiba dingpara jang ditud Ju mereka segera ber-
hubungan desman Perwakilan Republik Indeonesia secempat untuk
mernpgurus se-dla sesuwatu jJang bertalian dengan tupas mereka;

Setelah merz=ka tiba di Indonesia selambat-lambatnja dalam
waktu 8atu ulun diharuskan memberikan pertangpunrun djawab
kepada Direstorat Perdjulanan Negeril mengenal penerimaan uang
Negara disertal buktl? dan kwitansi-kwitansi penpeluarannja;

Segera setelah kembali di Indonesia dari tupasnja diluar Ne-
geri, kepada Vakil Perdana Henteri ITI dan rombongan diwa-
djibkan meanjampaikan laporannja kepada Presiden Republik
Indonesia; '

Sepala sesuatu wkun divbeh dan diperhitunplkan kembali apabila
bernjata kemudiun terdapat Xekeliruan dalam keputusan ini;

Surat Keputvsan ini disampailan untuk diketahui kepada

1. Sekretariat Hepara Biro I,

2. Menteri Inar Yeperi,

3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
o Pimpinan Lembapa Alat-Alut Pemba jaran Luar Nepseri,
Direktorst Perdjalanan,

+ Badan Pemsrilea Keuunesan d¢i Bopor,

Kantor Urusan Pepawal di Djakarta,

Yantor Pusat Perbendahuraan legara di Djakarta,

antor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,

Biro Tata Usaha Kepegawalan di Jogjakarta, :
Perwakilan Republik Indonesia di Homa, Den Haag, Paris
dan Bonn,Washington/New York. :
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i Surat Keputusan ini'disampaikan kepada Janp, berkepentingan

untuk diketahui dan diperpgunakun sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

totads

( SUKARNO ),




